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Kata Pengantar 

KATA PENGANTAR 

 

uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito 

Selatan Tahun 2023 dapat tersusun.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 

Tahun 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Penyusunan laporan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten 

Barito Selatan untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja  yang  

telah dilakukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan selama 

Tahun 2023, sebagai konsekuensi terhadap komitmen kinerja yang 

diperjanjikan untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar 

terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) menuju 

Reformasi Birokrasi. 

P 



ii 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 
 

  

 

 

 

Kata Pengantar 

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito 

Selatan Tahun 2023 ini memuat informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta  

pencapaian sasaran  dalam  mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah 

Kabupaten Barito Selatan sesuai yang telah ditetapkan dalam       

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 

2023 – 2026. 

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan Kabupaten Barito Selatan tidak terlepas dari kerjasama dan 

kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dana aparat 

pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam 

implementasi  serta  pengawasannya. 

Akhir  kata, kami  sampaikan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten 

Barito Selatan Tahun 2023. 

Buntok,     Maret  2024 

 
Pj. BUPATI BARITO SELATAN, 

 
 
 

 
Dr. H. DEDDY WINARWAN, S.STP., M.Si 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

alam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk 

mewujudkan Reformasi Birokrasi menuju Good Governance, 

kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus 

diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Laporan kinerja yang 

diharapkan tidak hanya pemerintah kepada masyarakat  tetapi juga 

Laporan Kinerja kepada Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, 

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LaKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan 

pemerintah yang transparan dan akuntabel. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran 

tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023, yang 

diformulasikan dari hasil kinerja Perangkat Daerah Kabupaten           

Barito Selatan. Hal ini dikarenakan setiap Perangkat Daerah dibentuk          

untuk melaksanakan  suatu  tugas  pokok  dan  fungsinya  serta  

mempertanggung jawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan (stake holder). Setiap Perangkat Daerah maupun 

pemerintah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan 

praktek-praktek Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik (Good 

Governance)  dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk 

mewujudkan Reformasi Birokrasi. 

D 
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Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah            

di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dilaksanakan dengan mengacu 

pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 memuat  sasaran  

yang ingin dicapai pada Tahun 2023 berikut dengan target  kinerja yang 

akan dicapai. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan  

kebijakan, indikator  kinerja  sasaran, serta program dan kegiatan yang 

bersifat operasional. Materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah           

Tahun 2023, disusun berdasarkan Prioritas Daerah dan Plafon Anggaran 

(PPA) APBD  Tahun Anggaran 2023. 

Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPJMD di buat 

Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-

masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2023 

sampai dengan Tahun 2026 sebagaimana gambar 1.1 sebagai berikut : 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tim Penyusun RPD 
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Berdasarkan gambar 1.1. dapat dipahami bahwa setiap 

tahun telah ditetapkan Tema-tema Pembangunan yang menjadi 

acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2023-2026 yaitu sebagai berikut: 

1.1 Tema Pembangunan pada Tahun 2023 : 

“Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi 

sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan 

infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal”. 

1.2 Tema Pembangunan pada Tahun 2024 : 

“Mendorong terwujudnya iklim investasi daerah  yang 

kondusif, disertai dgn pemantapan pembangunan jaringan 

infrastruktur utk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan”. 

1.3 Tema Pembangunan pada Tahun 2025 : 

“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan 

pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka 

kesempatan kerja yang luas”. 

1.4 Tema Pembangunan pada Tahun 2026  : 

“Peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan keharmonisan 

masyarakat, serta pengelolaan lingkungan hidup menuju 

Barito Selatan Dahani Dahanai Tuntung Tulus”. 
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Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 sebagaimana yang telah 

diamanatkan dan berdasarkan : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.  

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP). 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia   Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengungkapkan  keberhasilan 

dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-

hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga 

mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan  dilaksanakan  

di  masa  mendatang  agar sasaran yang telah ditetapkan dapat  tercapai  

sesuai  yang direncanakan. 

 

Pencapaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023  yang merupakan kondisi awal dari 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sehingga dalam 

pelaksanaannya untuk pencapaian target kinerja masih memerlukan 

perencanaan yang matang.     
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Demikian  ikhtisar  eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  

(LaKIP) Kabupaten  Barito  Selatan Tahun 2023,  semoga dapat 

bermanfaat dan berguna bagi  pembangunan  daerah  dan negara menuju 

tata kelola Pemerintahah Yang Baik (Good Governance). 

 

Buntok,      Maret  2024 

 
Pj. BUPATI BARITO SELATAN, 

 
 
 

Dr. H. DEDDY WINARWAN, S.STP., M.Si 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

ebagai wujud penerapan tata kepemerintahan yang baik 

(good governance) dan akuntabel dalam pembangunan 

daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk 

mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat 

yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan 

pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung 

oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam 

bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan 

akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus 

mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara 

perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat 

yang dihasilkan. 

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap 

Instansi Pemerintah sampai dengan setingkat unit eselon II wajib 

menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) setelah 

tahun anggaran berakhir, paling lambat tanggal 31 Maret.  

S 
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Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. 

 

B. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok Serta Struktur 

Organisasi 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan pada aspek 

desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, 

nyata dan bertanggungjawab.  

Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya                  

di Kabupaten Barito Selatan dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, 

yaitu :  

 

1. Aspek Politik 

Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor  23 Tahun 

2014 di Kabupaten Barito Selatan dari aspek politik ditandai 

dengan keberadaan dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan 

DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah.  
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Sementara itu di tingkat desa telah terbentuk dan berfungsinya 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di semua desa (86 desa) 

sebagai pelaksanaan daripada Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2005 tentang Desa. Demikian pula peran serta anggota 

BPD merupakan bukti pelaksanaan otonomi daerah dari aspek 

politik dapat berjalan dengan baik. 

 
2. Aspek Manajemen Pemerintah 

Dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif 

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengawalinya dengan 

melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan 

kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber 

keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset 

daerah) dan manajemen pelayanan publik. 

 

3. Kewenangan  

Kewenangan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar meliputi pendidikan, kesehatan, 

pekerjaan umum dan penataan ruang,  perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan  

pelindungan masyarakat dan sosial. 

 
4. Tugas Pokok 

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, mempunyai tugas 

melaksanakan penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud 



4 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 

 

 

 

 

 

BAB I Pendahuluan 
 

masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang madani, sejahtera 

lahir dan batin berlandaskan iman dan taqwa. 

5. Struktur Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan 

tata kerja, sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat 

Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien, dan 

melaksanakan ketentuan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito 

Selatan, maka Bupati Barito Selatan dibantu oleh : 

1. Wakil Bupati, 

2. Sekretaris Daerah ; 

3. Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat; 

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 

5. Asisten Administrasi Umum; 

6. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik; 

7. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan 

ESDM;  

8. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; 

9. Sekretariat Daerah yang terdiri 9 (sembilan) bagian : 

 



5 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 

 

 

 

 

 

BAB I Pendahuluan 
 

9.1. Bagian Pemerintahan; 

9.2. Bagian Hukum; 

9.3. Bagian Kesejahteraan Rakyat; 

9.4. Bagian Perekonomian dan SDA; 

9.5. Bagian Administrasi Pembangunan; 

9.6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 

9.7. Bagian Organisasi; 

9.8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 

9.9. Bagian Umum; 

10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas 

bagian : 

a. Sekretaris; 

b. Tenaga Ahli / Tim Ahli; 

c. Bagian Umum; 

d. Bagian Hukum dan Persidangan; 

e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. 

11. Dinas terdiri dari : 

11.1 Sekretariat Daerah; 

11.2 Sekretariat DPRD; 

11.3 Inspektorat Daerah;  

11.4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

11.5 Dinas Kesehatan; 

11.6 Dinas Pendidikan; 
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11.7 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usahan Kecil dan 

Menengah; 

11.8 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan 

Kebudayaan; 

11.9 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa; 

11.10 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; 

11.11 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana 

dan Pemberdayaan Perempuang dan Perlindungan 

Anak; 

11.12 Dinas Perhubungan; 

11.13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 

11.14 Dinas Penanaman Modal dan PTSP; 

11.15 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan 

Pertanahan; 

11.16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

11.17 Dinas Lingkungan Hidup; 

11.18 Dinas Komunikasi dan Informatika; 

11.19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

11.20 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran; 

 12. Badan terdiri dari : 

12.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

12.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
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12.3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia; 

12.4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

12.5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

13. Kecamatan ada 6 (enam) terdiri atas : 

 13.1 Kecamatan Jenamas; 

 13.2 Kecamatan Dusun Hilir; 

 13.3. Kecamatan Karau Kuala; 

 13.4 Kecamatan Dusun Selatan; 

 13.5 Kecamatan Dusun Utara; 

 13.6 Kecamatan Gunung Bintang Awai  

14.  Kelurahan ada 7 (tujuh) terdiri atas : 

 14.1 Kelurahan Rantau Kujang; 

 14.2 Kelurahan Mangkatip; 

 14.3 Kelurahan Bangkuang; 

 14.4 Kelurahan Buntok Kota; 

 14.5 Kelurahan Hilir Sper; 

 14.6 Kelurahan Jelapat; 

 14.7 Kelurahan Pendang 

 

15.  Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Barito 
Selatan 



Struktur Organisasi 
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 
(Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016) 
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 BAB  II 

PERENCANAAN KINERJA 

  

erencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar 

instansi pemerintah mampu menjawab tuntutan lingkungan yang 

strategi baik lokal, nasional dan global.  Dengan pendekatan 

perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat 

menyeleraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala 

yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.  

Pelaksanaan analisis internal dan eksternal, oleh para perencana 

strategi dapat mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan 

posisi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana 

organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan 

sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin 

dicapai oleh organisasi didalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan 

“bagaimana kita menuju kesana” dijawab dengan merumuskan strategi 

pencapain tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan 

kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi. 

 

A. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan  

Sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa 

jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, mengamanatkan 

P 
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agar Kabupaten / Kota menyusun Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026. Sehubungan 

dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan berakhir 

pada Bulan Mei 2022 dan sebagaimana ketentuan yang berlaku, 

maka sesuai peraturan perundang-undangan Bupati Barito Selatan 

sejak bulan mei 2022 dijabat oleh Penjabat Bupati sampai ada Bupati 

Barito Selatan yang defenitif.     

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan 

Tahun 2023-2026 pada dasarnya adalah merupakan himpunan dari 

seluruh Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026. Oleh sebab itu, 

penyusunan RPD dan Renstra Perangkat Daerah sebaiknya harus 

disusun secara simultan atau bersamaan waktunya oleh segenap 

komponen Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang 

dijadikan tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Dahani 

Dahanai Tuntung Tulus, maju, mandiri, berkualitas dengan memiliki 

iptek dan imtaq. 

  

Dalam rangka mencegah terjadinya kekosongan arah 

kebijakan pembangunan daerah bagi daerah yang tidak 

memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir 

pada Tahun 2022, dalam hal penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun RKPD, yang 
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selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan 

Rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan 

APBD, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah 

Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada    

Tahun 2022, yang secara implisit menginstruksikan kepada 

Pemerintah Daerah tersebut untuk menyusun Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 

2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan 

Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Hal inilah yang 

kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Barito Selatan untuk menyusun dokumen 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 

Tahun 2023-2026. 

 

B. Hubungan Antar Dokumen RPD 

RPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan 

dokumen perencanaan pembangunan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan. Dalam proses 

penyusunannya, RPD Kabupaten Barito Selatan 

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 
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Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Barito Selatan 2006-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Nasional Tahun 2011-2031, RTRW Provinsi 

Kalimantan Tengah 2015-2026, dan RTRW Kabupaten Barito 

Selatan Tahun 2014-2034, serta Rancangan Revisi RTRW 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2043. Hubungan 

antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 

berikut ini : 

Gambar 2.1 

Hubungan Antar dokumen Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 
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Berdasarkan Gambar 2.1. tersebut, hubungan 

masing-masing dokumen perencanaan pembangunan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penyusunan RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-

2026 berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan 

memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan capaian 

target nasional terhadap target daerah. Pada tingkat 

impact, indikator kinerja sasaran RPD harus 

memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran 

RPJMN. Pada tingkat outcome, prioritas pembangunan 

daerah harus memperhatikan isu-isu dan strategi 

pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. 

2. RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 

merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran 

RPJPD Kabupaten Barito Selatan 2006-2026, serta 

dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi 

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir 

pada Tahun 2022. 

3. RPD dan Renstra PD merupakan bagian yang tidak bisa 

dipisahkan. Sasaran RPD termasuk program prioritas 
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akan dicapai melalui Renstra PD. Implementasi dari RPD 

Kabupaten Barito Selatan dituangkan dalam Renstra 

masing-masing PD sesuai tugas dan fungsinya. 

4. RPD merupakan pedoman untuk menyusun RKPD dari 

tahun ketahun. Sasaran dan arah kebijakan RPD harus 

dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran 

pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program 

Pembangunan daerah harus dilaksanakan melalui RKPD 

ke RKPD tahun berikutnya. PD menyusun program dan 

kegiatan prioritas tahunan dalam Renja PD. 

5. RPD harus selaras dengan Rencana Tata Ruang   

Wilayah (RTRW). Hal ini dimaksudkan agar perencanaan 

pembangunan selaras dengan rencana penataan ruang 

wilayah. Pembangunan sektoral harus dilaksanakan 

secara serasi dan seimbang melalui pendekatan 

pembangunan regional dengan memperhatikan kawasan 

terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, 

pengendalian, dan evaluasi program pembangunan 

secara terpadu serta kondisi dan potensi serta 

pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan 

pemerintah daerah. 
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C. Tujuan dan Sasaran  

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 

Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala  Daerah  

Berakhir  Pada  Tahun   2022,  disebutkan bahwa : 

“Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan 

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota 

Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD 

Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa pokok dan arah kebijakan 

RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat, dan isu 

strategis aktual.” 

Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka periode 

Tahun 2023-2026 ini adalah merupakan periode keempat 

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Barito Selatan 2006-2026 yang 

bertujuan memiliki visi untuk mewujudkan Barito Selatan yang 

Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa. 

Oleh sebab itu, rumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan 

Tahun 2023-2026, dirumuskan dalam rangka untuk 

melakukan percepatan pencapaian Visi dan Misi RPJPD 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026, yang 

diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi 
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Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026 dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024. 

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan 

sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi 

dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan 

menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan 

daerah secara keseluruhan.  Dalam  hal ini, tujuan dan 

sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan 

pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian 

berbagai program prioritas terkait. 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal 

yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah 

dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan 

dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-

pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk 

mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah 

hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, 

rasional, untuk dapat dilaksanakan. 

Secara umum telah dirumuskan sebanyak 6 (enam) 

tujuan pembangunan dan sebanyak 15 (lima belas) sasaran 

pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 
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Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 dengan uraian 

sebagai berikut: 

1) Tujuan pertama adalah “Meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi 

kreatif serta pemerataan pembangunan melalui 

konektivitas antar wilayah”, terdiri dari 2 (dua) sasaran 

pembangunan yaitu : 

1.1. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan 

industri kreatif dengan mendorong masuknya 

investasi daerah. 

1.2. Meningkatnya konektivitas wilayah. 

2) Tujuan kedua adalah “Mewujudkan pembangunan 

berwawasan lingkungan”, terdiri dari 2 (dua) sasaran 

pembangunan yaitu: 

2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 

2.2. Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten. 

3) Tujuan ketiga adalah “Meningkatkan tingkat kondisivitas 

daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan 

pengurangan kemiskinan masyarakat”, terdiri dari 4 

(empat) Sasaran Pembangunan yaitu: 

3.1. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman 

masyarakat. 
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3.2. Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan 

3.3. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

3.4. Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air 

minum dan sanitasi. 

4) Tujuan keempat adalah “Mewujudkan peningkatan 

ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan 

budaya serta kerentanan pangan”, terdiri dari 1 (satu) 

sasaran pembangunan yaitu : 

4.1. Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan 

terhadap bencana, pandemi dan ketahanan pangan. 

5) Tujuan kelima adalah “Meningkatkan sistem 

pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan 

responsif”, terdiri dari tiga (tiga) sasaran pembangunan 

yaitu : 

5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang 

akuntanbel. 

5.2. Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan 

Masyarakat. 

5.3. Meningkatnya pengembangan e-goverment menuju 

smart city. 
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6) Tujuan  keenam adalah “Meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia”, terdiri dari dua (dua) sasaran 

pembangunan yaitu : 

6.1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui 

peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan 

ketenagakerjaan. 

6.2. Meningkatnya pengarusutamaan gender, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

6.3. Meningkatkan kemajuan pembangunan 

kebudayaan. 

 

D.  Strategi,  Arah Kebijakan dan   Program Prioritas 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan 

perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah 

Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif 

dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, 

strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk 

melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja 

birokrasi. 

Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan 

aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang 

mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut 

dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya 

memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem 

manajemen, dan pemanfaatan teknologi Informasi. 
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 1. Strategi Umum 

 

Strategi umum pembangunan dalam RPD 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, dapat 

dilihat pada gambar sebagai berikut : 

Gambar 2.2.  
Strategi Umum RPD Kab. Barsel 2023-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tim Penyusun RPD 

 
  2. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran  

Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran 

merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD 

yang akan dicapai. Rumusan Strategi Umum selanjutnya 

diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. 
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Tabel 2.1. 
Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke Strategi 

TUJUAN SASARAN STRATEGI 

1 2 3 
1. Meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi 
dengan mendorong 
pengembangan ekonomi 
kreatif serta 
pemerataan 
pembangunan melalui 
konektivitas antar 
wilayah 

1.1 Meningkatnya 
pertumbuhan 
sektor potensial 
dan industri kreatif 
dengan 
mendorong 
masuknya investasi 
daerah 

 Peningkatan produktivitas 
disertai dengan Penguatan Daya 
Saing produk industri 
pengolahan 

 Peningkatan penggunaan 
teknologi industri 

 Peningkatan produktivitas 
disertai dengan penguatan daya 
saing produk agro dan mina 
industri 

 Peningkatan penggunaan 
teknologi pada agro dan mina 
industri 

 Peningkatan produksi dan 
produktivitas pertambangan dan 
penggalian yang 
berkelanjutan 

 Peningkatan dan Penguatan 
Kelembagaan Koperasi dan 
UMKM (melalui Reformasi 
Koperasi, Pengawasan dan 
Transformasi UMKM informasi 
menjadi Formal) 

 Pengembangan Produk dan 
Pemasaran bagi Koperasi dan 
UMKM 

 Pengembangan destinasi dan 
promosi wisata 

 Pengingkatan kualitas SDM dan 
infrastruktur Pariwisata 

 Peningkatan Akselerasi dan 
integrasi industrI 
kepariwisataan 

 Penciptaan iklim usaha dan 
investasi yang kondusif 

 Peningkatan kenyamanan 
pelayanan dan efisiensi dalam 
perijinan berinvestasi 

 Peningkatan promosi dan 
informasi peluang investasi 

1.2 Meningkatnya 
konektivitas 
wilayah 

 Pengembangan Infrastruktur 

Transportasi 
Darat, Laut dan Udara untuk 
meningkatkan aksesibilitas dan 
konektivitas antar wilayah 

2. Mewujudkan 
pembangunan 
berwawasan lingkungan 

2.1 Meningkatnya 
kualitas 
lingkungan hidup 

 Penguatan Kerjasama dengan 
semua pihak dalam 
Pengarustamaan Prinsip 
Pembangunan yang 
Berwawasan Lingkungan 

 Peningkatan upaya 
pencegahan, penanggulangan 
dan pemulihan pencemaran 
dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup 

 Pengelolaan Sumber Daya Air 
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2.2 Meningkatnya 
fungsi tata ruang 
Wilayah 
Kabupaten 

 Peningkatan pembangunan 
wilayah yang terintegrasi dengan 
dokumen RTRW 

3. Meningkatkan tingkat 
kondisivitas daerah 
melalui pemenuhan 
kebutuhan dasar dan 
pengurangan kemiskinan 
masyarakat 

3.1 Meningkatnya 
ketertiban dan 
ketentraman 
masyarakat 

 Menjunjung tinggi norma, 
agama, budaya, dan adat 
istiadat lokal 

 Edukasi dan Pencegahan 
KonflikBerbasis Masyarakat. 

  3.2 Menurunnya 
kemiskinan di 
pedesaan dan 
perkotaan 

 Sinkronisasi program 
penanggulanagan kemiskinan 
antar pusat dan daerah, antar 
sektor dengan lokasi dan 
sasaran tertentu 

 Meningkatkan keberlangsungan 
usaha mikro dan kecil dalam 
upaya menurunkan angka 
pengangguran dan 
kemiskinan 

 Memperluas dan meningkatkan 
kualitas BUMDesa 

 Meningkatkan 
pembangunan, 
pemberdayaan, dan pembinaan 
masyarakat 
desa 

3.3 Meningkatnya 
kemandirian 
Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS). 

 Mendukung sistem perlindungan 
sosial 

 dan jaminan sosial 

 Pengembangan dan penguatan 
kapasitas PMKS dalam upaya 
penanganan PMKS 

3.4 Pemenuhan 
pelayanan dasar 
perumahan, air 
minum dan sanitasi 

 Pengembangan SPAM dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan air minum 

 Pembangunan infrastruktur 
sanitasi 

 Pengembangunan dan 
pengembangan kawasan 
permukiman yang berkualitas 
yang mendukung peningkatan 
produktivitas kawasan 
perdesaan dan perkotaan 
termasuk kawasan kumuh serta 
pengentasan rumah 
tidak layak huni 

4. Mewujudkan peningkatan 
ketahanan daerah 
terhadap resiko ancaman 
bencana dan budaya 
serta kerentanan 
pangan 

4.1 Meningkatnya 
kapasitas 
antisipasi dan 
penanganan 
terhadap bencana, 
pandemi dan 
ketahanan pangan 

 Peningkatan Early Warning 
System, kesadaran masyarakat 
terhadap bencana dan 
penguatan kelembagaan 
bencana dan pandemi 

 Peningkatan Ketahanan Daerah 
menghadapi Bencana dan 
peningkatan sarana dan 
prasarana penanggulangan 
bencana 
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5. Meningkatkan sistem 
pemerintahan dan 
layanan birokrasi yang 
inovatif dan responsif 

5.1 Terwujudnya 
tatakelola 
pemerintahan 
yang akuntanbel 

 Peningkatan akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintahan 
dan pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi 

 Peningkatan transparansi dan 
akuntabilitas melalui optimalisasi 
peran pengawasan internal oleh 
Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintahan (APIP) dan 
pengawasan masyarakat 

 Penguatan aksi anti korupsi 
dan pemberantasan korupsi serta 
memperluas secara bertahap 
zona integritas Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani 
(WBBM) 

 Peningkatan Penerapan Tata 
Kelola Pemerintahan yang 
Baik 

 Evaluasi Produk-Produk 
Regulasi daerah yang tidak 
sesuai dengan nilai-nilai 
demokrasi dan merugikan 
kepentingan umum serta tidak 
menghargai kebinekaan. 

 Fokus pencapaian indikator SPM 
bagi PD yang memiliki SPM. 

5.2 Meningkatnya 
kualitas inovasi 
dan pelayanan 
Masyarakat 

 Peningkatan cakupan layanan 
pengukuran Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pemerintah 
daerah 

 Peningkatan akses informasi 
publik yang akurat dan up to date 
melalui Pelayanan Informasi. 

 Peningkatan penanganan 
Complaint Handling System. 

 Inovasi Pelayanan Publik 

Berbasis TIK Untuk 
mewujudkan pelayanan yang 
Cepat, Efektif, Efisien, Responsif, 
Transparan, dan Akuntabel 

5.3 Meningkatnya 
pengembangan 
e-goverment 
menuju smart city 

 Meningkatnya pengembangan e-
goverment menuju smart city 
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6. Meningkatkan 
kualitas Sumber 
Daya Manusia 

6.1 Meningkatnya 
kualitas hidup 
masyarakat 
melalui 
peningkatan 
pendidikan, 
kesehatan, 
keluarga dan 
ketenagakerjaan 

 Meningkatkan status kesehatan 
keluarga 

 Meningkatkan akses dan mutu 
pelayanan kesehatan 

 Meningkatkan pelayanan 
kesehatan bagi ibu, anak dan 
balita 

 Penyediaan pelayanan 
Kesehatan Gratis dan 
Berkualitas 

 Perluasan akses dan Penguatan 
Fasilitas Kesehatan 

 Pemenuhan dan redistribusi 
tenaga kesehatan terutama di 
wilayah terpencil dan tertinggal. 

 Peningkatan RSUD Rujukan 

 Peningkatan akses terhadap 
pendidikan dasar 

 Peningkatan kualitas, 
profesionalisme, kesejahteraan 
Guru dan Tenaga 

Kependidikan 

 Peningkatan kualitas Manajemen 

Pelayanan Pendidikan 

 Peningkatan mutu teknologi 

informasi dan komunikasi 
pendidikan 

 Peningkatan rata-rata lama 
sekolah 

 Peningkatan kualitas , 

kompetensi dan produktivitas 
tenaga kerja 

 Peningkatan penempatan dan 

perluasan kesempatan kerja 

 Mengembangkan kapasitas BLK 

yang intensif 

  6.2 Meningkatnya 
pengarusutamaan 
gender, 
pemberdayaan 
perempuan dan 
perlindungan anak 

 Pengarusutamaan gender 

 Peningkatan kualitas hidup 
perempuan 

  6.3 Meningkatkan 
pemajuan 
pembangunan 
kebudayaan 

 Revitalisasi nilai-nilai seni dan 
budaya lokal. 
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E.  Arah Kebijakan  

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder 

sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi 

yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran 

pada setiap tahapan selama kurun waktu pelaksanaan RPD. 

Arah kebijakan RPD merupakan pedoman untuk 

menentukan tahapan dan prioritas pembangunan guna 

mencapai sasaran RPD secara bertahap. Tahapan dan 

prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi 

permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan 

namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan 

prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki 

kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam 

rangka mencapai sasaran dalam RPD. 

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan 

untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu 

strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan 

dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis 

utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan 

untuk memberikan prioritas terkait pemerataan 

pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. 

Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus 

dipedomani bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan 

kabupaten termasuk PD yang terlibat di dalamnya. 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)  

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 
 

 

 

BAB II PERENCANAAN KINERJA  25 
 

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama 

periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka 

mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk 

memberi arah pembangunan tahunan pada RPD di buat 

Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk 

masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

dari Tahun 2023 sampai Tahun 2026 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, dapat dipahami bahwa 

setiap tahun telah ditetapkan Tema-tema Pembangunan 

yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023-2026 yaitu sebagai berikut : 
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1.1 Tema Pembangunan pada Tahun 2023 : 

“Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi 

sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas 

jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang 

handal”. 

1.2 Tema Pembangunan pada Tahun 2024 : 

“Mendorong terwujudnya iklim investasi daerah  yang 

kondusif, disertai dengan pemantapan pembangunan 

jaringan infrastruktur utk peningkatan pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan”. 

1.3 Tema Pembangunan pada Tahun 2025 :\ 

“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk 

pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan 

dan membuka kesempatan kerja yang luas”. 

1.4 Tema Pembangunan pada Tahun 2026  : 

“Peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan 

keharmonisan masyarakat, serta pengelolaan 

lingkungan hidup menuju Barito Selatan Dahani 

Dahanai Tuntung Tulus”. 

 

F. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah   

Indikator kinerja yang berfungsi sebagai alat ukur 

pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran 

dan  tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), 
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dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang 

ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat 

dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu 

program. Sementara dampak (impact) adalah kondisi yang 

ingin diubah  berupa hasil pembangunan/layanan yang 

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa 

program. 

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau 

ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja 

atau keberhasilan pembangunan Pemerintah Daerah. 

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 

dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat 

dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih 

dahulu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap 

berlandaskan  tujuan  dan  sasaran RPD. 

Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan 

syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja 

sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan 

daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran 
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maupun potret pembangunan Kabupaten Barito Selatan  

di masa kini maupun yang akan datang. 

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan 

untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan 

Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Barito Selatan 

tahun 2023-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator 

Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan 

menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD). 

IKU diambil dari indikator tujuan RPD, sedangkan IKPD 

merupakan indikator sasaran dari RPD. 

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang 

telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan 

sasaran pembangunan daerah periode 2023-2026 yang 

telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai 

indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam 

kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan 

otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu 

daerah membutuhkan indikator yang mampu 

menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator  

kinerja yang dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam 

rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
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daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna 

sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih 

berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi 

anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) 

terhadap masalah yang berkembang, memantau 

perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat 

tindakan korektif secara dini, sebagai bahan 

pengendalian dan evaluasi  dampak dari kebijakan yang 

telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban 

kepada publik. 

Dalam hal penetapan Indikator Kinerja Utama yang berpedoman    

pada : 

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan 

Indikator Kinerja Utama. 

IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari 

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan 

Indikator Kinerja Utama yaitu: 

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan 

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja 

secara baik; 
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2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian 

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan 

untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.  

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur adalah diambil dari indikator 

sasaran strategi yang telah ditetapkan. Keberhasilan atau 

pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu 

menggambarkan kemajuan daerah dengan  dukungan dari 

sasaran dan program yang dapat diwujudkan dan diukur untuk 

mencapai keberhasilan tersebut. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan penjabaran dalam RPD 

Tahun 2023-2026.  

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten 

Barito Selatan sebagaimana telah ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/308/2023 

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bupati Barito 

Selatan.    

 
Tabel 2.2. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 
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 2.  Perjanjian Kinerja  

Perjanjian Kinerja merupakan lembar / dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi 

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang 

digambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja Keberhasilan 

dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan dinilai melalui 

pengukuran pencapaian indikator kinerjanya.  

Merupakan proses sistematis dan berkesinambungan 

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. 

Salah satu upaya untuk mewujudkan adanya 

pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel adalah melalui 

penguatan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Dalam hal 

ini upaya penguatan akuntabilitas kinerja salah satu caranya dapat 

dilakukan dengan penyusunan dokumen perjanjian kinerja atau 

kontrak kinerja. Mekanisme penyusunan dan penggunaan kontrak 

kinerja / perjanjian kinerja ini berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diharapkan 
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akan dapat menguatkan komitmen para pemimpin instansi dan 

unit kerjanya dalam pencapaian target-target kinerja yang telah 

direncanakan sebelumnya. 

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas  Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Perjanjian Kinerja 

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 sebagai 

berikut: 

Tabel 2.3. 
Perjanjian Kinerja 

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 

NO. SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR  
KINERJA  UTAMA 

SATUAN TARGET 
TAHUN 

2023 

1 2 3 4 5 

1. Meningkatnya 
pertumbuhan sektor 
potensial dan 
ekonomi kreatif 
serta mendorong 
masuknya investasi 
daerah. 

1. Tingkat Inflasi. 

2. PDRB Atas 
Dasar Harga 
Berlaku dan Atas 
Dasar Harga 
Konstan. 

3. PDRB per Kapita. 

Persen  

Milyar  

 

 
Rupiah 

Juta 

2-4 

85,8 
 
 

59,25 

2. Meningkatnya 
konektivitas wilayah. 

1. Persentase jalan 
dalam kondisi 
mantap. 

2. Persentase 
jembatan dalam 
kondisi baik. 

3. Persentase 
layanan angkutan 
darat dan sungai. 

Persen  
 
 

Persen 
 

 
Persen 

36,60 
 
 

51,25 
 

 
50 

3. Meningkatnya 

kualitas lingkungan 

hidup. 

Indeks Kualitas 

Lingkungan (IKL). 
Indeks 72,90 
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4. Meningkatnya 

fungsi tata ruang 

Wilayah 

Kabupaten. 

Ketaatan 
terhadap RTRW. 

Persen 25 

5. Meningkatnya 
ketertiban dan 
ketentraman 
masyarakat. 

1. Persentase 
ganguan 
ketertiban umum 
yang ditangani 

2. Persentase 
Penegakan 

PERDA 

Persen 
 
 
 

 
Persen 

85 
 

 
 
 

100 

6. Menurunnya 
kemiskinan di 
pedesaan dan 
perkotaan. 

1. Angka Kemiskinan 
Daerah 

2. Angka Kemiskinan 
Ekstrim 

3. Indeks Desa 
Membangun 

Persen  

 

Persen  

 

Indeks 

4,6 

 

0,19 

 

0,6722 

(Berkembang) 
7. Meningkatnya 

kemandirian 
Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraan 
Sosial (PMKS). 

Persentase PMKS 
yang Mandiri. 

Persen 80 

8. Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

dasar permukiman 

masyarakat. 

1. Persentase 
Penduduk 
Berakses Air 
Minum / Air 
Bersih. 

2. Rasio Rumah 
Layak Huni. 

3. Persentase 
kawasan 
permukiman 
kumuh yang 
tertangani. 

4. Persentase 
Rumah Tinggal 
Bersanitasi. 

5. Persentase 
Drainase dalam 

kondisi baik. 

Persen 
 
 

 

 
Nilai  

 
Rasio  

 
 
 
 

Persen 
 

Persen  

51,35 
 
 

 

 
01,19 

 
1,25 

 
 

 
 

65,73 
 

 
35,17 

9. Meningkatnya 
kapasitas 
antisipasi dan 
penanganan 
terhadap bencana 
dan pandemi. 

Indeks Resiko 
Bencana. 

Angka 120,40 

10. Meningkatnya 

Ketahanan 

Pangan Daerah. 

Skor Pola Pangan 
Harapan (PPH) 
Konsumsi. 

Persen 92 
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11. Terwujudnya 

tatakelola 

pemerintahan 1 

yang akuntanbel. 

1. Opini BPK. 

2. Indeks 
Pencegahan 
Korupsi/ 
Monitoring 
Control for 
Prevention (MCP) 
Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi (KPK). 

3. Nilai SAKIP. 

4. Nilai LPPD. 

5. Rasio 
Kemandirian 
Keuangan 
Daerah. 

Predikat  

Indeks 

 
 
 
 

 

 
 
 

Kriteria  

Kriteria  

Persen 

WTP  

80,00 

 
 
 
 

 
 
 
 

B 

Sedang  

5,00 

12. Meningkatnya 
kualitas inovasi dan 
pelayanan 
Masyarakat. 

1. Indek Inovasi 
Daerah pada 
penilaian IGA. 

2. Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat. 

Predikat  

 
Persen 

Inovatif 

 
80 

13. Meningkatnya 
Pengembangan 
e-government 
menuju smart city. 

Indeks SPBE. Indeks 2,60 

14. Meningkatnya 
kualitas hidup 
masyarakat. 

1. Indeks 
pembangunan 
keluarga 
(ibangga). 

2. Angka Harapan 
Hidup (AHH) 

3. Rata – rata lama 
sekolah (RLS) 

Indeks 

 

Tahun  

Tahun 

33,36 

 
 
 

67,29 

 
8,33 

15. Meningkatnya 
pengarusutamaan 
gender, 
pemberdayaan 
perempuan dan 
perlindungan 
anak. 

1. Indeks 
pembangunan 
keluarga 
(ibangga). 

2. Angka Harapan 
Hidup (AHH) 

3. Rata-rata Lama 
Sekolah (RLS) 

Indeks  

 
Tahun  

 
Tahun 

33,36 

 
 

 
67,29 

 
8,33 

16. Meningkatnya 

pembangunan 

kebudayaan. 

Persentase Benda, 
Situs dan Kawasan 
Cagar Budaya 
yang dilestarikan. 

Persen 23,53 
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 3.  Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator 

Kinerja Pembangunan (IKP) Kabupaten Barito Selatan  

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan 

untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan 

Tujuan dan Sasaran RPD kabupaten Barito Selatan 

tahun 2023-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator 

Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan 

menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKD). 

IKU diambil dari indikator tujuan RPD, sedangkan IKD 

merupakan indikator sasaran dari RPD. 

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan 

merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah periode 2023-2026 yang telah 

direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator 

kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya 

dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. 

Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah 

membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan 

kemajuan daerah tersebut. Indikator  kinerja yang 

dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka 

perwujudan transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna 
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sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih 

berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi 

anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) 

terhadap masalah yang berkembang, memantau 

perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat 

tindakan korektif secara dini, sebagai bahan 

pengendalian dan evaluasi  dampak dari kebijakan yang 

telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban 

kepada publik. 

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan 

Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, 

Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi tolok ukur 

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD 

sebagaimana tabel-tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.4. Indikator Kinerja Daerah  Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 
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Tabel 2.5. Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 
 

 

 

 

 

 BAB II Perencanaan Kinerja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 
 

 

 

 

 

 BAB II Perencanaan Kinerja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 
 

 

 

 

 

 BAB II Perencanaan Kinerja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 
 

 

 

 

 

 BAB II Perencanaan Kinerja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 
 

 

 

 

 

 BAB II Perencanaan Kinerja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 
 

 

 

 

 

 BAB II Perencanaan Kinerja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 
 

 

 

 

 

 BAB II Perencanaan Kinerja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 
 

 

 

 

 

 BAB II Perencanaan Kinerja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 
 

 

 

 

 

 BAB II Perencanaan Kinerja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 
 

 

 

 

 

 BAB II Perencanaan Kinerja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 
 

 

 

 

 

 BAB II Perencanaan Kinerja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 
 

 

 

 

 

 BAB II Perencanaan Kinerja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 
 

 

 

 

 

 BAB II Perencanaan Kinerja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 
 

 

 

 

 

BAB III Akuntabilitas Kinerja 
 

alam rangka mewujudkan pencapaian Target Kinerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang 

diformulasikan dalam program dan kegiatan untuk 

mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 

Perjanjian Kinerja, dengan prioritas kegiatan utama program-

progam beserta indikator kinerja program yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito 

Selatan Tahun 2023-2026.  

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan 

komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai 

tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Dengan 

pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan 

sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan 

perbaikan kinerja birokrasi.

Program Utama / Prioritas Daerah yang menjadi strategi umum 

pembangunan dalam RPD Kabupaten Barito Selatan tahun 

2023-2026 sebagai berikut:  

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang 

Berkualitas dan Berkeadilan 

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 

dan Menjamin Pemerataan 

D 
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3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan 

Berdaya Saing 

4. Revolusi Mental Pembangunan Kebudayaan 

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan 

Ekonomi dan Pelayanan Dasar 

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan 

Berncana dan Perubahan Iklim 

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi 

Pelayanan Publik  

Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPD di buat Fokus 

Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2023 sampai 

Tahun 2026. Sehingga RKPD Tahun 2023 difokuskan pada 

“Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi 

sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan 

infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal”. 

A.  Pencapaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Kabupaten 

Barito Selatan Dalam Pelaksanaan Program / Kegiatan 

Sebagai penyempurnaan daripada penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri 
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Pelaporan Kinerja Intansi Pemerintah.   

Dalam rangka menerapkan manajemen kinerja adalah Pengukuran 

Kinerja Kegiatan yang menjamin adanya peningkatan dalam 

pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan 

klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai 

untuk memudahkan terwujudnya  organisasi yang akuntabel.  

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target 

kinerja dengan pencapaian kinerja yang diharapkan. Pengukuran 

kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Sehingga 

pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus 

cukup menggambarkan posisi instansi pemerintah. 

Pencapaian program prioritas pembangunan daerah dalam Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang tertuang dalam 

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 

dapat jelaskan sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi 

Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah 
 

Tabel berikut ini menggambarkan capaian sasaran strategis 

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif 

serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah dengan realisasi 

perbandingan dengan kondisi awal tahun 2022 adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.1. 
Capaian Kinerja Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi 

Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi 
 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Kondisi 
Awal Tahun 

2022 

Capaian Kinerja  

Target  
2023 

Realisasi 

Meningkatnya 
Pertumbuhan Sektor 
Potensial dan 
Ekonomi Kreatif serta 
Mendorong Masuknya 
Investasi Daerah 

1. Tingkat Inflasi  Persen 2-4 2-4 2,11 

2. PDRB Atas Dasar 
Harga Berlaku 
dan Atas Dasar 
Harga Konstan 

Milyar 
Rupiah 

82,8 85,8 95 

3. PDRB Perkapita  Juta 58,82 59,25 100 
Sumber data Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Barito Selatan 

 

Capaian kinerja atas pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi 

kreatif serta mendorong masuknya investasi sebagaimana data 

capaian kinerja yang disampaikan Dinas Perdagangan, Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.   

2. Meningkatnya Konektivitas Wilayah 

Tabel 3.2.  
Capaian Kinerja Meningkatnya Konektivitas Wilayah 

 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Kondisi 
Awal Tahun 

2022 

Capaian Kinerja  

Target  
2023 

Realisasi 

Meningkatnya 
Konektivitas 
Wilayah 

1. Jalan Dalam 
Kondisi Mantap 

Persen 34,67 36,60 36,50 

2. Jembatan Dalam 
Kondisi Baik 

Persen 48,50 51,25 51,25 

3. Layanan Angkutan 
Darat dan Sungai 

Persen 47 50 29,01 

 
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 

Tabel 3.3. 
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 

 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Kondisi 
Awal Tahun 

2022 

Capaian Kinerja  

Target  
2023 

Realisasi 

Meningkatnya 
Kualitas Lingkungan 
Hidup 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 
(IKLH) 

Indeks  72,64 72,90 71,98 

Sumber data Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan 
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4. Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Tabel 3.4. 
Capaian Kinerja Meningkatnya Fungsi Tata Ruang  

Wilayah Kabupaten 
 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Kondisi 
Awal Tahun 

2022 

Capaian Kinerja  

Target  
2023 

Realisasi 

Meningkatnya 
Fungsi Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten  

Ketaatan Terhadap 
RTRW 

Persen 20,00 25,00 22,00 

Sumber data Dinas PUPR Kab. Barito Selatan 

 

5. Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat 

Tabel 3.5.  
Capaian Kinerja Meningkatnya Ketertiban dan  

Ketentraman Masyarakat 
 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Kondisi 
Awal Tahun 

2022 

Capaian Kinerja  

Target  
2023 

Realisasi 

Meningkatnya 
Ketertiban dan 
Ketentraman 
Masyarakat 

1. Gangguan 
 Ketertiban Umum 
 yang ditangani  

Persen 80 85 100 

2. Penegakan Perda Persen 80 100 100 
 

6. Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan 

Tabel 3.6. 
Capaian Kinerja Menurunnya Kemiskinan  

di Pedesaan dan Perkotaan 
 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Kondisi 
Awal Tahun 

2022 

Capaian Kinerja  

Target  
2023 

Realisasi 

Menurunnya 
Kemiskinan di 
Pedesaan dan 
Perkotaan 

1.  Angka Kemiskinan 
 Daerah  

Persen 5,04 4,6 4,72 

2. Angka Kemiskinan 
 Ekstrim 

Persen 0,19 0,19 0,16 

3. Indeks Desa 
 Membangun 

Indeks 0,6722 0,6722 
(Berkembang) 

0.7018 
(Berkembang) 

 

1. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito 

Selatan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito 

Selatan Tahun 2023 turun sebesar 4,72 % dibandingkan pada 

Tahun 2022 sebesar 4,88 %  
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2. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 

yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik bahwa tingkat 

kemiskinan ekstrem di Barito Selatan sebesar 0,16%. 

Upaya penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Barito 

Selatan merupakan kerjasama dari semua steak holder melalui 

program-program yang berdampak pada menurunkan beban 

pengeluaran masyarakat miskin dan peningkatan pendapatan 

serta mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan di 

daerah Kabupaten Barito Selatan.   

3. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan bahwa 

capaian realisasi Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 

0,7018 masih dalam kategori Berkembang namun mengalami 

kenaikan dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 

sebesar 0,6722.        

 

7. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS)  

Tabel 3.7. 
Capaian Kinerja Meningkatnya Kemandirian Penyandang  

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Kondisi  
Awal Tahun 

2022 

Capaian Kinerja  

Target  
2023 

Realisasi 

Meningkatnya 
Kemandirian 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) 

Persentase PMKS 
yang Mandiri 

Persen 75,05 80 98 
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8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman 

Masyarakat 

Tabel 3.8. 
Capaian Kinerja Kualitas Pelayanan Dasar  

Permukiman Masyarakat 
 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Kondisi 
Awal Tahun 

2022 

Capaian Kinerja  

Target  
2023 

Realisasi 

Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
Dasar Permukiman 
Masyarakat 

1. Persentase 
Penduduk Berakses 
Air Minum / Air 
Bersih 

Persen 50,35 51,35 77,68 

2. Rasio Rumah 
 Layak Huni  

Nilai 
Rasio 

0,19 0,191 0,223 

3. Persentase 
 Kawasan 
 Permukiman 
 Kumuh yang 
 Tertangani 

Persen 0,30 0,23 0,084 

4. Persentase Rumah 
Tinggal Bersanitasi  

Persen 64,73 65,73 68,00 

5. Persentase Drainase 
dalam kondisi baik 

Persen 34,49 35,17 34,49 

 
9. Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan 

Terhadap Bencana dan Pandemi 

Tabel 3.9.  
Capaian Kinerja Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan 

Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi 
 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Kondisi 
Awal Tahun 

2022 

Capaian Kinerja  

Target  
2023 

Realisasi 

Meningkatnya 
Kapasitas Antisipasi 
dan Penanganan 
Terhadap Bencana 
dan Pandemi 

Indeks Resiko 
Bencana 

Angka 120,40 120,40 111,54 

 

Indeks Resiko Bencana target tahun 2023 angka sebesar 120,40 

untuk realisasi sebesar 111,54 atau mengalami penurunan 

sebesar 8,86 itu menunjukkan bahwa indeks resiko sedang.   
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10. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah 

Tabel 3.10. 
Capaian Kinerja Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah 

 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Kondisi 
Awal Tahun 

2022 

Capaian Kinerja  

Target  
2023 

Realisasi 

Meningkatnya 
Ketahanan Pangan 
Daerah 

Skor Pola Pangan 
Harapan (PPH) 
Konsumsi 

Persen 90 92 88,4 

 

11. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel 

Tabel 3.11.  
Capaian Kinerja Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan  

yang Akuntabel 
 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Kondisi 
Awal Tahun 

2022 

Capaian Kinerja  

Target  
2023 

Realisasi 

Terwujudnya 
Tatakelola 
Pemerintahan yang 
Akuntabel 

1. Opini BPK Predikat WTP WTP dlm proses  

 2. Indeks Pencegahan 
Korupsi/Monitoring 
Control for Prevention 
(MCP) KPK 

Indeks 70,23 80,00 76,54 

 3. Nilai SAKIP Kriteria B B B 

 4. Nilai LPPD Kriteria Sedang Sedang dlm proses 

 5. Rasio Kemandirian 
Keuangan Daerah 

Persen 5,75 5,00 dlm proses 

 

1. Opini BPK merupakan  pernyataan atau pendapat  profesional 

BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat 

kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 adalah …… atas 

laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat 

atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam 

laporan keuangan. 
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2. Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control for Prevention 

(MCP) KPK Kabupaten Barito Selatan untuk Tahun 2023 dari 

target ditetapkan 80% dengan realisasi pencapaian kinerja 

adalah 76,54%   

3. Pencapaian kinerja nilai SAKIP Kabupaten Barito Selatan dari 

target yang ditetapkan B dengan capaian realisasi Tahun 2023 

dengan nilai 60,28 dengan predikat B. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sudah 

Baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian Unit Kerja Utama, 

namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen 

dalam manjemen kerja.  

 

12. Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat 

Tabel 3.12. 
Capaian Kinerja Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyakarat 

 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Kondisi 
Awal Tahun 

2022 

Capaian Kinerja  

Target  
2023 

Realisasi 

Meningkatnya 
Kualitas Inovasi dan 
Pelayanan 
Masyarakat 

1. Indeks Inovasi 
Daerah pada 
Penilaian IGA 

Predikat Inovatif Inovatif Inovatif 
(53,36) 

2. Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Persen 80 80 100 

 

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Inovasi Daerah 

pada penilaian IGA Kabupaten Barito Selatan mendapatkan 

skor nilai 53,36 dengan predikat Inovatif. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 

Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, 

Kabupaten dan Kota Tahun 2023. 

2. Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di Perangkat 

Daerah yang melaksanakan pelayanan publik rata-rata 

mencapai 100%  
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13. Meningkatnya Pengembangan e-Government Menuju Smart 

City 

Tabel 3.13.  
Capaian Kinerja Meningkatnya Pengembangan e-Government 

Menuju Smart City 
 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Kondisi 
Awal Tahun 

2022 

Capaian Kinerja  

Target  
2023 

Realisasi 

Meningkatnya 
Pengembangan e-
Government Menuju 
Smart City 

  Indeks SPBE Indeks 2,50 2,60 3,19 

 
Hasil capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya 

pengembangan e-Government menuju smart city dengan indikator 

kinerja utama indeks SPBE mendapatkan skor nilai 3,19 dengan 

predikat Baik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 

tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2013.   

 

14. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat 

Tabel 3.14. 
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat 

 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Kondisi 
Awal Tahun 

2022 

Capaian Kinerja  

Target  
2023 

Realisasi 

Meningkatnya 
Kualitas Hidup 
Masyarakat 

1. Indeks 
Pembangunan 
Keluarga (ibangga) 

Indeks 32,20 33,36 62,51 

2. Angka Harapan 
Hidup (AHH) 

Tahun 67,19 67,29 67,75 

3. Rata-rata Lama 
Sekolah (RLS) 

Tahun  8,95 8,33 9,13 

 
1. Capaian kinerja target Indeks Pembangunan Keluarga 

(iBangga) Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan pada 

tahun 2023 sebesar 33,36 pencapaian kinerja sebesar 62,51. 

Pencapaian target pengukuran evaluasi dengan kategori 

Sangat Baik. 
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2. Indikator kinerja utama Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 

2023 dengan target 67,29 sebagaimana data yang 

disampaikan oleh Dinas Kesehatan melalui Badan Pusat 

Statistik Barito Selatan dengan capaian kinerjanya terealisasi 

sebesar 67,75  

3. Indikator kinerja utama Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 

2023 dengan target 8,33 dengan capaian kinerja terealisasi 

9,13 sumber data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Barito 

Selatan. 

 
B.  Prioritas Pembangunan Tahun 2023 
 

Tema dari RKP Tahun 2023 adalah: “Peningkatan 

produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan”, Pembangunan Nasional diarahkan pada 7 

(tujuh) arah kebijakan prioritas, yang meliputi : 

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; 

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia(SDM) dalam 

hal kesehatan dan pendidikan; 

3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan 

decent job; 

4. Mendorong pemulihan dunia usaha; 

5. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan dalam 

rangka mendorong produktivitas; 

6. Ekonomi hijau; dan 

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar. 

Sedangkan untuk Prioritas  Pembangunan Provinsi  Kalimantan 

Tengah pada Tahun 2023 adalah: 
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1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung 

Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng 

Bermartabat; 

2. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, 

pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat 

adat untuk Kalteng Elok; 

3. Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan 

keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman 

tokoh-tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif 

khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk 

Kalteng Religius; 

4. Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi 

dan Food Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, 

Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan 

Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat 

untuk Kalteng Kuat; 

5. Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan 

SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi 

Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur 

untuk Kalteng Amanah; dan 

6. Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan 

peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan 

adat untuk Kalteng Harmoni. 
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Memperhatikan arah dan sasaran pembangunan baik 

yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi diatas, maka tema pembangunan 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 adalah: 

“Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi 

sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan 

infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal”. 

Tema Pembangunan diatas, merupakan tema tahun 

pertama dari RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-

2026. Tema pembangunan tahun pertama ini akan kita 

maknai sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional di semua aspek, baik 

yang menyangkut infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, 

keamanan dan ketertiban umum, sosial, perumahan dan 

permukiman, Ketahanan Pangan, pertanian, perikanan, 

Ekonomi Hijau, penyediaan lapangan kerja, dan UMKM 

melalui upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal 

setempat, sembari kita juga akan melakukan peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya 

saing dengan peningkatan pada bidang pendidikan dan 

kesehatan.  

Dalam kaitannya dengan kejadian luar biasa wabah pandemi 

COVID-19, maka Tema pembangunan Tahun 2023, juga 

memberikan makna bahwa, kita akan fokus untuk menjamin 

percepatan proses penuntasan proses vaksinasi virus 

COVID-19 serta pengelolaan dampak pasca proses. 
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Dalam rangka mendukung peningkatan Inovasi Daerah, 

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan juga  

berupaya mendukung Inovasi-Inovasi yang ada di Kabupaten 

Barito Selatan. Saat ini ada 2 (dua) Inovasi yang menjadi 

unggulan, yaitu SIMDATIK (Sistem Informasi Data Statistik) 

yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika dan SIGERA 

(Sistem Informasi Geoportal Daerah) yang ada di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 

C. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito 

Selatan Tahun 2023 dengan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 

 
Sasaran dan Prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 

serta Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito 

Selatan Tahun 2023. Hubungan dari masing-masing Prioritas 

Pembangunan tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah 

ini : 
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Tabel 3.15. 
Hubungan dan Sinkronisasi Prioritas  

Pembangunan Tahun 2023 
 

PRIORITAS NASIONAL 
PRIORITAS PROVINSI 
KALIMANTAN TENGAH 

PRIORITAS 
KABUPATEN BARITO 

SELATAN 

Percepatan penghapusan 
kemiskinan ekstrem. 

Mempercepat pengembangan 
Kawasan Industri, Ekonomi 
dan Food Estate, Mempercepat 
pemulihan ekonomi, 
Peningkatan Koperasi dan 
UMKM, Peningkatan 
Pendidikan dan peningkatan 
Kesehaatan Masyarakat untuk 
Kalteng Kuat. 

Mendukung pelaksanaan 
Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional di semua aspek, baik 
yang menyangkut infrastruktur, 
pendidikan, kesehatan, 
keamanan dan ketertiban 
umum, sosial, perumahan dan 
permukiman, Ketahanan 
Pangan, pertanian, perikanan, 
Ekonomi Hijau, penyediaan 
lapangan kerja, dan UMKM 
melalui upaya optimalisasi 
pemanfaatan sumber daya 
lokal setempat. 

Penanggulangan 
pengangguran  yang 
disertai peningkatan 
decent job. 

Mendorong pemulihan 
dunia usaha. 

Revitalisasi industri dan 
penguatan riset terapan 
Dalam rangka mendorong 
produktivitas. 

Ekonomi hijau Mengembangkan konektivitas 
destinasi pariwisata, 
pengembangan ekonomi hijau 
dan  sertifikat  masyarakat  
adat 
untuk Kalteng Elok. 

Percepatan 
pembangunan  
infrastruktur dasar. 

Meningkatkan pembangunan 
infrastruktur Mendukung 
Penanganan Pembangunan 
Ekonomi untuk Kalteng 
Bermartabat. 

Peningkatan kualitas 
sumber daya manusia 
(SDM) dalam hal 
kesehatan dan pendidikan 

1. Mengoptimalkan penerapan 
e- government,  Peningkatan 
SDM aparatur birokrasi, 
keterbukaan kompetensi 
Kalangan professional dan 
Peningkatan Intensif 
Aparatur untuk Kalteng 
Amanah; 

2. Pengembangan rumah 
ibadah, institusi Pendidikan 
keagamaan dan komunitas 
adat, Memperluas 
pengiriman tokoh-tokoh 
lintas agama dan 
Meningkatkan insentif 
khusus bagi guru-guru 
Sekolah Keagamaan Untuk 
Kalteng Religius; 

3. Memperkuat falsafah Huma 
Betang, Menerbitkan 
peraturan dan hukum adat 
dan Memperkuat 
kelembagaan adat   untuk 
Kalteng Harmoni. 

Peningkatan kualitas Sumber 
Daya Manusia yang handal dan 
berdaya saing dengan 
peningkatan pada bidang 
pendidikan dan kesehatan 
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D. Realisasi Anggaran Tahun 2023 

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023 terhadap program dan 

kegiatan prioritas dalam mendukungan capaian kinerja Bupati selaku 

Kepala Daerah sebagaimana yang disampaikan oleh Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.16. 
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Untuk Tahun Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 
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BAB  IV 
 

PENUTUP 
 

ebagai wujud pertanggungjawaban  dalam pencapaian misi dan 

tujuan instansi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten 

Barito Selatan serta dalam rangka mewujudkan good 

governance. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten 

Barito Selatan  yang disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah, tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk 

memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan 

instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi, dan strategi instansi 

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang 

diprioritaskan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan pada Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) 2023 -2026 

Berbagai keberhasilan yang dicapai sebagaimana visi dan misi 

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Barito Selatan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah pada rentang tahun 2023-2026 patut disyukuri, mengingat bahwa 

pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah, jajaran Pemerintah 

Daerah Kabupaten Barito Selatan berupaya seoptimal mungkin untuk 

mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan 

masyarakat sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui 

S 
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pendayagunaan sumber daya yang relatif terbatas. Sangat disadari, 

disamping beberapa keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat 

permasalahan-permasalahan yang segera diatasi dan dibenahi. 

 

Selaras dengan komitmen yang tertuang dalam Indikator Kinerja 

Utama (IKU), Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 yang 

bertujuan untuk pencapaian indikator kinerja sebagaimana arah kebijakan 

yang telah ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

Tahun 2023-2026.  Ditetapkan dengan program dan kegiatan Perangkat 

Daerah (PD) melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) 

dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito 

Selatan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Kabupaten Barito Selatan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan seperti 

dalam tabel berikut : 

Tabel 4.1.  
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 s.d. 2023 
 

No Tahun Nilai  Predikat 

1. 2017 47,06 C 

2. 2018 56.90 CC 

3. 2019 57,46 CC 

4. 2020 59,04 CC 

5. 2021 57,19 CC 

6. 2022 56,47 CC 

7. 2023 60,28 B 
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Namun hasil penilaian tersebut masih memerlukan perbaikan lebih 

lanjut karena tingkat efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran 

masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini 

disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil belum 

sepenuhnya berjalan dengan baik.   

Upaya perbaikan kedepan tetap terus dilakukan agar laporan LaKIP 

menyajikan informasi-informasi yang selaras dengan tujuan/sasaran yang 

tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada sasaran 

dan indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Tindak 

lanjut Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor ……..  tentang 

Pembentukan Tim Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Selatan. Maka 

Tim Peningkatan SAKIP Kabupaten Barito Selatan melakukan hal sebagai 

berikut: 

a. Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan upaya 

perbaikan penerapan SAKIP di Kabupaten Barito Selatan sehingga 

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil 

dan fokus pada hal-hal yang strategis.  

b. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Inspektorat Provinsi, 

Inspektorat Kabupaten dan Biro Organisasi dalam hal kegiatan 
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evaluasi AKIP untuk menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. 

c. Perbaikan-perbaikan terhadap beberapa sasaran yang tidak berhasil 

mencapai target yang sudah ditentukan dalam sasaran indikator 

kinerja dalam RPD Kabupaten Barito Selatan. 

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah 

Kabupaten Barito Selatan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

dan Inspektorat dalam rangka mewujudkan semangat tata kelola 

pemerintahan yang baik (Good Governance) dan memberikan 

rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan 

kebijakan pembangunan strategis dalam rangka mencapai pembangunan 

masyarakat Barito Selatan yang Dahani Dahanai Tuntung Tulus 

(Menuju Masyarakat Adil dan Makmur Sampai Selama-lamanya. 



 

BUPATI BARITO SELATAN 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : 

 
Nama : Dr. H. DEDDY WINARWAN, S.STP., M.Si 

 
Jabatan : Pj. BUPATI BARITO SELATAN 

 

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian  ini, 

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 
 

Buntok, 29 Agustus 2023 
 

Pj. BUPATI BARITO SELATAN, 

 
 

Dr. H. DEDDY WINARWAN, S.STP., M.Si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Telepon (0525) 21001, Faximile (0525) 21500 

Website : www.baritoselatankab.go.id Buntok, Kode Pos 73711 

Kalimantan Tengah 

http://www.baritoselatankab.go.id/


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN 

 
 
NO. 

 
SASARAN STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

 
SATUAN 

TARGET 

TAHUN 

2023 

1 2 3 4 5 

1. Meningkatnya 

pertumbuhan sektor 

potensial dan ekonomi 

kreatif serta mendorong 

masuknya investasi 

daerah. 

1. Tingkat Inflasi. 

2. PDRB Atas Dasar Harga 

Berlaku dan Atas Dasar 

Harga Konstan. 

3. PDRB per Kapita. 

 
Persen 

Milyar Rupiah 

 
Juta 

2-4 

85,8 

 

 
59,25 

2. Meningkatnya 

konektivitas wilayah. 

1. Persentase jalan dalam 

kondisi mantap. 

2. Persentase jembatan 

dalam kondisi baik. 

3. Persentase layanan 

angkutan darat dan 

sungai. 

Persen 

Persen 

Persen 

36,60 

 
51,25 

 
50 

3. Meningkatnya kualitas 

lingkungan hidup. 

Indeks Kualitas Lingkungan 

(IKL). 
Indeks 72,90 

4. Meningkatnya fungsi 

tata ruang Wilayah 

Kabupaten. 

Ketaatan terhadap RTRW. Persen 25 

5. Meningkatnya 

ketertiban dan 

ketentraman 

masyarakat. 

1. Persentase ganguan 

ketertiban umum yang 

ditangani 

2. Persentase Penegakan 

PERDA 

Persen 

Persen 

85 

 
100 

6. Menurunnya 

kemiskinan di pedesaan 

dan perkotaan. 

1. Angka Kemiskinan Daerah 

2. Angka Kemiskinan Ekstrim 

3. Indeks Desa Membangun 

Persen 

Persen 

Indeks 

4,6 

0,19 

0,6722 

(Berkembang) 

7. Meningkatnya 

kemandirian 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS). 

Persentase PMKS yang 

Mandiri. 

Persen 80 

8. Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan dasar 

permukiman 

masyarakat. 

1. Persentase Penduduk 

Berakses Air Minum / Air 

Bersih. 

2. Rasio Rumah Layak Huni. 

3. Persentase kawasan 

permukiman kumuh yang 

tertangani. 

4. Persentase Rumah Tinggal 

Bersanitasi. 

5. Persentase Drainase dalam 

kondisi baik. 

Persen 

 
 

Nilai Rasio 

Persen 

 

Persen 

Persen 

51,35 

 
 

01,19 

1,25 

 
 

65,73 

 
35,17 



 
NO. 

 
SASARAN STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

 
SATUAN 

TARGET 

TAHUN 

2023 

1 2 3 4 5 

9. Meningkatnya 

kapasitas antisipasi 

dan penanganan 

terhadap bencana dan 

pandemi. 

Indeks Resiko Bencana. Angka 120,40 

10. Meningkatnya 

Ketahanan Pangan 

Daerah. 

Skor Pola Pangan Harapan 

(PPH) Konsumsi. 

Persen 92 

11. Terwujudnya tatakelola 

pemerintahan yang 

akuntanbel. 

1. Opini BPK. 

2. Indeks Pencegahan 

Korupsi/ Monitoring 

Control for Prevention 

(MCP) Komisi 

Pemberantasan Korupsi 

(KPK). 

3. Nilai SAKIP. 

4. Nilai LPPD. 

5. Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah. 

Predikat 

Indeks 

 
 
 
 
 

Kriteria 

Kriteria 

Persen 

WTP 

80,00 

 
 
 
 
 

B 

Sedang 

5,00 

12. Meningkatnya kualitas 

inovasi dan pelayanan 

Masyarakat. 

1. Indek Inovasi Daerah pada 

penilaian IGA. 

2. Indeks Kepuasan 

Masyarakat. 

Predikat 

Persen 

Inovatif 

80 

13. Meningkatnya 

Pengembangan 

e-government menuju 

smart city. 

Indeks SPBE. Indeks 2,60 

14. Meningkatnya kualitas 

hidup masyarakat. 
1. Indeks pembangunan 

keluarga (ibangga). 

2. Angka Harapan Hidup 

(AHH) 

3. Rata – rata lama 

sekolah (RLS) 

Indeks 

 

Tahun 

Tahun 

33,36 

 

 
67,29 

 
8,33 

15. Meningkatnya 

pengarusutamaan 

gender, pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak. 

Indeks Pembangunan 

Gender (IPG)  

Indeks/Persen 91,80 

16. Meningkatnya 

pembangunan 

kebudayaan. 

Persentase Benda, Situs dan 

Kawasan Cagar Budaya yang 

dilestarikan. 

Persen 23,53 



INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 

KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023-2026 

 
No. Bidang Urusan Program Anggaran (Rp) 

1 2 3 4 

1. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Pendidikan 

1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan 45.985.762.990,00 

1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum 40.000.000,00 

1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga 

Kependidikan 

90.000.000,00 

1.01.05 Program Pengendalian Perizinan 

Pendidikan 

55.733.000,00 

1.01.06 Program Pengembangan Bahasa Dan 

Sastra 

119.999.850,00 

2. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Kesehatan 

1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan 

Perorangan Dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

49.831.355.035,00 

1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Manusia Kesehatan 

3.315.319.977,00 

1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan Dan Makanan Minuman 

310.103.800,00 

1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat 

Bidang Kesehatan 

472.240.000,00 

3. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Pekerjaan 

Umum Dan 

Penataan Ruang 

1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 

(Sda) 

16.218.108.000,00 

1.03.03 Program Pengelolaan Dan 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum 

16.355.346.100,00 

1.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan 

Pengelolaan Persampahan Regional 

1.514.000.000,00 

1.03.05 Program Pengelolaan Dan 

Pengembangan Sistem Air Limbah 

1.985.646.014,00 

1.03.06 Program Pengelolaan Dan 

Pengembangan Sistem Drainase 

2.100.000.000,00 

1.03.07 Program Pengembangan Permukiman 8.750.230.000,00 

1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung 18.351.670.000,00 

1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan 

Lingkungannya 

24.544.000.000,00 

1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan 122.900.661.000,00 

1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 1.114.200.000,00 

1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan 

Ruang 

2.440.000.000,00 

4. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Permukiman 

1.04.02 Program Pengembangan Perumahan 93.500.000,00 

1.04.03 Program Kawasan Permukiman 277.033.600,00 

1.04.04 Program Perumahan Dan Kawasan 

Permukiman Kumuh 

101.200.000,00 

1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana 

Dan Utilitas Umum 

4.505.451.450,00 



No. Bidang Urusan Program Anggaran (Rp) 

1 2 3 4 

5. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Ketenteraman 

Dan Ketertiban 

Umum Serta 

Perlindungan 

Masyarakat 

1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan 

Ketertiban Umum 

1.803.459.200,00 

1.05.03 Program Penanggulangan Bencana 958.156.710,00 

1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, 

Penyelamatan Kebakaran Dan 

Penyelamatan Non Kebakaran 

2.243.072.200,00 

6. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Sosial 

1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial 130.000.000,00 

1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 697.300.000,00 

1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan 

Sosial 

284.000.000,00 

1.06.06 Program Penanganan Bencana 133.000.000,00 

1.06.07 Program Pengelolaan Taman Makam 

Pahlawan 

70.200.000,00 

7. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Tenaga 

Kerja 

2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja 20.000.000,00 

2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan 

Produktivitas Tenaga Kerja 

80.000.000,00 

2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja 247.760.000,00 

2.07.05 Program Hubungan Industrial 190.010.000,00 

8. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Pemberdayaan 

Perempuan Dan 

Perlindungan 

Anak 

2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender Dan 

Pemberdayaan Perempuan 

41.515.000,00 

2.08.03 Program Perlindungan Perempuan 24.688.400,00 

2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 123.426.000,00 

2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data 

Gender Dan Anak 

19.624.200,00 

2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 21.117.800,00 

2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak 94.050.000,00 

9. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Pangan 

2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya 

Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan 

Kemandirian Pangan 

69.000.000,00 

2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan 

Ketahanan Pangan Masyarakat 

412.000.000,00 

2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan 184.200.680,00 

2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan 25.000.000,00 

10. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Pertanahan 

2.10.02 Program Pengelolaan Izin Lokasi 14.670.000,00 

2.10.04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah 

Garapan 

60.914.480,00 

2.10.06 Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti 

Kerugian Program Tanah Kelebihan 

Maksimum Dan Tanah Absentee 

76.999.880,00 

2.10.09 Program Pengelolaan Izin Membuka 

Tanah 

75.284.880,00 

2.10.10 Program Penatagunaan Tanah 7.000.000,00 



No. Bidang Urusan Program Anggaran (Rp) 

1 2 3 4 

11. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Lingkungan 

Hidup 

2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 400.000.000,00 

2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran 

Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

804.320.000,00 

2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati (Kehati) 

80.000.000,00 

2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya 

Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan 

Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 

50.000.000,00 

2.11.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan 

Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin 

Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Pplh) 

120.000.000,00 

2.11.07 Program Pengakuan Keberadaan 

Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan 

Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan 

Pplh 

50.000.000,00 

2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, 

Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan 

Hidup Untuk Masyarakat 

85.000.000,00 

2.11.09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup 

Untuk Masyarakat 

25.000.000,00 

2.11.10 Program Penanganan Pengaduan 

Lingkungan Hidup 

60.000.000,00 

2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan 5.174.872.464,00 

12. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Administrasi 

Kependudukan 

Dan Pencatatan 

Sipil 

2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk 233.436.500,00 

2.12.03 Program Pencatatan Sipil 298.159.960,00 

2.12.04 Program Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 

167.257.460,00 

2.12.05 Program Pengelolaan Profil 

Kependudukan 

46.244.340,00 

13. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Desa 

2.13.02 Program Penataan Desa 898.102.488,00 

2.13.03 Program Peningkatan Kerja Sama Desa 25.000.000,00 

2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan 

Desa 

87.823.779.600,00 

2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan 

Masyarakat Hukum Adat 

1.020.000.000,00 

14. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Pengendalian 

Penduduk Dan 

Keluarga 

Berencana 

2.14.02 Program Pengendalian Penduduk 197.423.400,00 

2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana 

(Kb) 

1.185.057.420,00 

2.14.04 Program Pemberdayaan Dan 

Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) 

1.551.440.000,00 

15. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Perhubungan 

2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan (Llaj) 

1.670.000.000,00 

2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran 4.506.339.225,00 



No. Bidang Urusan Program Anggaran (Rp) 

1 2 3 4 

16. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Komunikasi Dan 

Informatika 

2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan 

Komunikasi Publik 

2.511.999.950,00 

2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi 

Informatika 

554.999.732,00 

17. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Koperasi, 

Usaha Kecil, Dan 

Menengah 

2.17.03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan 

Koperasi 

47.829.780,00 

2.17.04 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp 

Koperasi 

10.016.800,00 

2.17.05 Program Pendidikan Dan Latihan 

Perkoperasian 

104.687.200,00 

2.17.06 Program Pemberdayaan Dan 

Perlindungan Koperasi 

67.999.880,00 

2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha 

Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha 

Mikro (Umkm) 

300.112.510,00 

2.17.08 Program Pengembangan Umkm 535.000.000,00 

18. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Penanaman 

Modal 

2.18.02 Program Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal 

442.000.000,00 

2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal 94.000.000,00 

2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal 584.000.000,00 

2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

687.600.000,00 

19. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Kepemudaan Dan 

Olahraga 

2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya 

Saing Kepemudaan 

1.672.556.360,00 

2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya 

Saing Keolahragaan 

4.293.386.800,00 

20. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Statistik 

2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik 

Sektoral 

159.999.764,00 

21. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Persandian 

2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian 

Untuk Pengamanan Informasi 

25.000.000,00 

22. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Kebudayaan 

2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan 452.439.000,00 

2.22.03 Program Pengembangan Kesenian 

Tradisional 

60.475.000,00 

2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan 

Cagar Budaya 

46.776.000,00 

2.22.06 Program Pengelolaan Permuseuman 29.988.080,00 

23. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Perpustakaan 

2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan 204.886.500,00 

24. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Kearsipan 

2.24.02 Program Pengelolaan Arsip 71.896.600,00 



No. Bidang Urusan Program Anggaran (Rp) 

1 2 3 4 

25. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Kelautan 

Dan Perikanan 

3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 203.300.000,00 

3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan 

Budidaya 

561.600.000,00 

3.25.05 Program Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan Dan Perikanan 

100.000.000,00 

3.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran 

Hasil Perikanan 

110.000.000,00 

26. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Pariwisata 

3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik 

Destinasi Pariwisata 

91.093.382,00 

3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata 179.144.000,00 

3.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan 

Hak Kekayaan Intelektual 

25.000.000,00 

3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

28.054.300,00 

27. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Pertanian 

3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan 

Sarana Pertanian 

5.583.183.400,00 

3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan 

Prasarana Pertanian 

150.000.000,00 

3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan 

Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

250.575.000,00 

3.27.05 Program Pengendalian Dan 

Penanggulangan Bencana Pertanian 

20.000.000,00 

3.27.06 Program Perizinan Usaha Pertanian 30.000.000,00 

3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian 1.906.100.600,00 

28. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Perdagangan 

3.30.02 Program Perizinan Dan Pendaftaran 

Perusahaan 

33.000.000,00 

3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi 

Perdagangan 

525.243.200,00 

3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang 

Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 

574.319.250,00 

3.30.06 Program Standardisasi Dan 

Perlindungan Konsumen 

224.366.690,00 

29. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Perindustrian 

3.31.02 Program Perencanaan Dan 

Pembangunan Industri 

104.000.000,00 

3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi 

Industri Nasional 

717.087.500,00 

30. Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Transmigrasi 

3.32.02 Program Perencanaan Kawasan 

Transmigrasi 

30.000.000,00 

3.32.03 Program Pembangunan Kawasan 

Transmigrasi 

30.000.000,00 

3.32.04 Program Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi 

77.880.000,00 

31. Sekretariat 

Daerah 

4.01.02 Program Pemerintahan Dan 

Kesejahteraan Rakyat 

21.216.331.950,00 

4.01.03 Program Perekonomian Dan 

Pembangunan 

2.156.126.410,00 



No. Bidang Urusan Program Anggaran (Rp) 

1 2 3 4 

32. Sekretariat DPRD 4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas 

Dan Fungsi DPRD 

13.323.657.000,00 

33. Perencanaan 5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah 

794.767.000,00 

5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

1.755.800.000,00 

34. Keuangan 5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 103.804.896.608,00 

5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik 

Daerah 

1.754.126.770,00 

5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.925.970.413,00 

35. Kepegawaian 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah 2.798.800.000,00 

36. Penelitian Dan 

Pengembangan 

5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan 

Daerah 

215.000.000,00 

37. Inspektorat 

Daerah 

6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.601.328.250,00 

6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, 

Pendampingan Dan Asistensi 

193.865.000,00 

38. Kecamatan 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan 

Dan Pelayanan Publik 

290.381.500,00 

7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat 

Desa Dan Kelurahan 

4.396.831.500,00 

7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan 

Ketertiban Umum 

106.088.000,00 

7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum 

799.509.000,00 

7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

253.245.900,00 

39. Kesatuan Bangsa 

Dan Politik 

8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila 

Dan Karakter Kebangsaan 

9.128.233.733,00 

8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik 

Dan Lembaga Pendidikan Melalui 

Pendidikan Politik Dan Pengembangan 

Etika Serta Budaya Politik 

1.842.347.000,00 

8.01.04 Program Pemberdayaan Dan 

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 

10.337.317.900,00 

8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan 

Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan 

Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 

1.849.173.740,00 

TOTAL PAGU 642.104.838.055,00 
 

Buntok, 29 Agustus 2023 
 

Pj. BUPATI BARITO SELATAN, 

 
 

Dr. H. DEDDY WINARWAN, S.STP., M.Si 
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Berdasarkan reviu karr:i, tidak terdapat kondisi atau hat-hal yang

menimbulka:r perbed,aan dalam meyakini keandalan infornrrasi ya*g dis4jikan

di dalam latrroran kinerja ini"

Euntok, fularet 2024

BA&RA}T
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PEMERINTAH KABLIPATHN BARITS SELATAN

IT.I$PEKTSRAT NAHRAFI
Jalan Pelita Raya Nornor 6* Bc-lntok Kcde Pos 7371'l Kaiimantan Tengah

Telepon {*525} 21262 Fak*imile {052$} 22357
Etta;! 

websire .

Nernor : 7QA /*7 / LHR/ INStrl2O24.
Sifat : Fenting
Lampiran :1 {xatu} berkas
Perihai : Lapcran Hasil Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Fernerintah
Kabupaten Barita Seiatan untuk
Tahun Anggaran 2024.

Buxrt*k, ?7 Maret ?fi24

Kepada
Yth" Pj. Bupati Barito Selatan

di*
Bifrptek

Dengan ini kar.:i sarnpaikan Laporan Hasil Reviu atas l-aporan
Kinerja Instansi Pernerintah Kabupatex Barito Seletan untuk Tahun
Anggaran 2023 sebagai berikut :

1" Perayataan Reviu

Karni teiah merevir-r Laporan Kinerja Instansi Femerintah"
Kabupaten Barito Selatan untuk Tahun Anggaran ?023 sesuai
Fedoman Reviu atas Lapqrall Kin*rja. Substanai iniorrnasi yang
dimr*at dalam Lap*ran Kinerja rnenjadi tanggungiana'ab
manajemen Pernerintah Kabupaten Barito Selatan.

Reviu hertujuan untuk mernberikan keyakinan terhatas
bahwa lap*ran kinerja telah disajikan secsra aku.rat, a:rdal, darr
valid.

Berelasarkan r*viu kan'ni, tidak terdapat kerndisi atau itatr-hal
yang menimbulkan pertredaan dalai:: meyakini keand,alan
inf*rmasi yang disajikar: Ci daiar:r lapcran kinerja ini.

2. Dasar Rewlu

a. Peraturan Presiden Nsmar 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerj a Instan*i Pernerintatrr "

b. Peratura-n Menteri Pendayagunaa$. Aparatur Neg*ra dan
Refonrrasi Birokrasi R*publik Ind*nesia Namor 53 Tahun
?O14 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja., Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja trnstansi
Pemerintah;

c. Surat Edaran MenPANRB N*rmsr 5 Tahun 2*21 tentang
Laporan Kinerja Pemerintah $aerah.

d. Surat T'ugas Plt. Inspektu.r Daerah Kabupaten Baritc $elatan.
Nomor 7OO.O94 I 73 / INSP I 2*24 tanggal 2O Maret 2*?4.

tay*raw ?te${ *via t*{}awn Kixelia 1ild$nsi gsna*nf*rt t



$" *raktu PelaksanasrE Recriu

Reviu atas Lapsran Kinerja Instagsi Pemerintah Kabupaten
Barito setratan untuk Tahun Anggaran 2o2g dilaksanakan muiai
tanggal 21 s/d 30 Ma*et 2024.

*. Tqiuaa dan $acaraa Reviu

?trjuan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah adalah:

a. Membantu penyelenggaraarl sistem
instansi pemerintah.

akuntabilitas kiner.ja

b. Memberikan keyakinan terbata$ r$engenai akurasi, keancalan
dan keabsahan datalinformasi kinerja Instansi Pernerintah
sehingga dapat rnenghasilkan Laporal-r Kinerja yang
berkualitas.

Sedangkan sasaran reviu adalah
Akuntabilitas trnstansi Penrerintah
SelatanTahun 2023.

Laporan
Kabupaten

Kinerja
Banto

S. Ruang l"ing*up Reviu
Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap Draft

format laporan LaKIP, mekamisme penJausunan dan suhstansi
atas Laporan Kinerja xnstansi Pemerintah K*bupaten Barito
Selatan Tahun ?O23"

6. Simpulaa dan Rekomend.asi

S.1. Sixnplrlam

6.3.1" Forrmat

Kesirnpulan terhadap format l-aporan Kinerja Pernerintah
{Laporan KinerjallKj} Kabupaten Barito Selatan Tatrun ZA?,3
adalah sebagai berikut :

6.1,1.1" Drafi Laporan LaKtrP telah $tenampilkan da-ta
penting trnstansi Pemerintah Kabupeten Barits
Selatan

6.L.L.2" Drafl l-aporan LaKIP telah menyajikan inforrlr.asi
target kiaerja

5. 1. 1.3. Draft Laporan LaKIp telah menyajikaa capai**
kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito
$elatan yang mernadai

6" 1. 1 .4. Telah menyajikan dengan lampiran yang
mendukung inforrnasi pada laporan

6.1.1.5. Telah menyqjikan Fenyebab dan upaya perbaikan
ke depan

6" 1.1.6 Telah menyqjikan aktrntabilitas Kinerja

G, L"?. *Iekani*me Pem.Srusunaa

Kesirxpulam terhadap mekanisme per"rJiusunarr Lapora*
Kinerja Femerintah Kabr.rpaten Barito $*latan rahun
2023 adslah setragai berikut :

kytow* ?ta*{fuvU,fupwaa Kine$a Sntfunsi ?et*eri*ta6 I



6.1.2.1.

6.1.2.2.

6.t.2.3.

6.1.2.4.

6.1.2.5.

6.t.2.6.

6.1.2.7.

Drafr Lapora*. LaKIP disusun oleh unit kerja yang

rnemiliki tugas fungsi untuk itu
Informasi yang disa-rnpaikan dalarn Drafr Laporan
LaKiP telah didukung denga* d"ata yang rnemadai

Telah terdapat rnckani*me penyampaian data dan
inf*rmaei dari unit kerja ke unit pe$yusn* firaft
taporarr LaKIP
Telah ditetapkan penangsu*g jawab pengumpuian
data/ inforr*asi di setiap unit kerja

Te1ah ditetapkan perranggung jawab pensumpulan
datal infarrnasi di setiap unit kerja
Anali*is/penjelasan dalam drafi. Lap*rarr LaKIP
telah diketah*i sleh unit kerja terkait

drafi Laporan LaKIP bukan merupakan gabungan
partisipasi dari bawahnya

6"1.3, $ubatansl
Ke*impulan terhadap Sr.rbstansi laporan kinerja
Pemerinta"h Ka"hupaten Barita SelatanTahun 2C,23
adalah sebagai berikut :

6.1.3.1. Tujuan/sasaran dalarn drafi Laporan LaKip teiah
eesuai denga.n tujuan/sasaran dalarn perjanjian
kinerja

6.1.3.2, T\"rjuanlsasaran dalarn drafr Laporatr LaKitr telah
selaras dengan re$eana strategie

6.1"3.3. Ferbaikan {?nal dokurnen dr*.fi Laporan LaKIP
rnengaen pada CHR Reviu LaKtrtr

6.1.3.4. ?arget Indikatar Kinerja Tujuanl$asara-n dalam drafr
Laporan LaKIP telah sesuai denga:: target indikat*r
kinerj a tujuan 1 sa"sara.:: dalam perj arrj ian ki:rerj a.

6.i.3.5. IKU pada drafi Lap*ran LaKIp telah sesuai derrgan
dokr:men trKU ya:eg ditetapkan

6.1.3.6. Tel*h terdapat p*rtrandinga:"r data kinerja dengan
tahun tralu, standar nasional dan sebagainya ya$g
berrnanfaat

6.1.3"7. IKU telah cuk*p mengukur tqiuan/sasasa$
6.1.3.8. IKU telah SMART

S.2. Rcle*moud*ei
Berdasarkan hal tersebut di atas, karni rek*mendasikan kepada
Kepala Bagra.n Orgaxrisasi Sekretariat Daera}. melaJui Sekretaris
Daerah Kabupaten Barito Selat*n :

1. Dalam hal{ormat laporan kinerja, agar:

a) Laporan kinerja. menyajikan target kinerja sebagaim*rra
yens telah ditetapkan-

b) l,aporan kinerja dilampiri dengan trampira"*. yang
mendukung infcrrnasi pada hadan trap*ran"

lagorax ?-{*s;{fr*uiw tap*ran Wne$a 9*sfan$ fweixfaL 3



cl r*rget Indikator Ki*erja ?rrjuanl$asara$ dalam LI{ diberi
satuan {mis: Yo, urrit, orang, dli} dan opD ha.rus mernberi
Target

2- ilalam hal mekanisrne perrrusunan Laporar:. kinerj* agar
ditampilkan sumber pengambilan datanya.

3. Dalenr hal $ubtansi, agar;

a) Trrjuanfsasaran dalam LaKIp disesuaikan dengan
tujuan / *a$*ran yang tercantum dalam perja*ji*n kinexj X"

hi rujuanfsasaran dalarn LaKrp diselaraskan dengan
tujuan/sa.saran yang tercantum dalam rericana strategi*

c) T\rjuanlsasaran dalam LaKIp disesuaikan deng**
tujuanlsasaran yang tercantum dalarn Indikator riinl4a
Utama yang telah ditetapkan.

d) sata kinerja tahun zozg dibapdingkan dengan dat*" kinerja
dengan tahun lalu {KKR-1}.

e) IKU dibuat SMART.

fiemikian laporan hasil reviu ini karni sarnp*ikan *ebagai bahan lebih
la*jut.

BAERA}I
SETATAIIE
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IMPLEMENTASI SAKIP 

PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN 

TAHUN 2023 



Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten 

Barito Selatan Tahun 2022 menunjukkan nilai 56,74 dengan 

predikat CC. Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi 

Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian 

PANRB Nomor : B/1140/AA.05/ 2022 tanggal 6 Desember 2022 hal 

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Tahun 2022  

Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi LHE AKIP Tahun 

sebelumnya : 

1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan  

    Nomor : 134/SEKDA/AS.III-ORG/060/05/2023   

    tanggal 30 Mei 2023 perihal Desk Pemenuhan  

    Dokumen Pra Evaluasi SAKIP Tahun 2023  

    bersama Tim Evaluator Kementerian PANRB 

2.  Surat Pj. Bupati Barito Selatan Nomor :  

    181/SEKDA/AS.III-ORG/060/06/2023  

     tanggal 26 Juni 2023 perihal Tindak Lanjut  

     Hasil Evaluasi  AKIP Tahun 2022    



3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito  

    Selatan Nomor : 141/SEKDA/ AS.III-ORG/060/  

    06/2023 tanggal 5 Juni  2023 perihal Desk  

    Pra Evaluasi SAKIP Tahun 2023 

4. Mengikuti Asistensi Reformasi Birokrasi dan  

    SAKIP di Jakarta  

5. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan  

    Nomor : 197.1/SEKDA/AS.III-ORG/060/07/2023 

    tanggal 7 Juli 2023 perihal Data Dukung dan Matrik  

    Tindak Lanjut AKIP Tahun 2022  

Semua Data Dukung dan Matrik Tindak Lanjut sudah 

disampaikan melalui e-SAKIP Reviu  (esr) 

Kementerian PANRB 



7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan   

    Nomor : 181/SEKDA/AS.III-ORG/060/08/2023  

    tanggal 10 Agustus 2023 perihal Rapat Evaluasi  

    Perjanjian Kinerja OPD  

6. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan  

    Nomor : 236/SEKDA/ AS.III-ORG/060/08/2023  

    tanggal 4 Agustus  2023 perihal Rapat Kerja  



RPJMD Periode 

2017-2022  
Sdh Berakhir 

RPD 

Periode  

2023-2026 

Perencanaan Kinerja Kab. Barito Selatan  

Perjanjian Kinerja 
Berdasarkan Hasil Asistensi 

dg Tim Menpan RB  

SK IKU 
Kab. Barsel 



Evaluasi Internal sudah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah 

Kabupaten Barito Selatan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) 

AKIP Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor : 
700/32/LHE/INSP/2023 tanggal 19 Juni 2023 



Logical Framework (Pohon Kinerja) Cascading, Crosscutting  

Pohon Kinerja  

Sesuai dengan PK & SK IKU 
Pj. Bupati Barito Selatan  

Cascading dan Komponen Perencanaan  

Sesuai dengan PK & SK IKU 
Pj. Bupati Barito Selatan  



Evaluasi Lapangan  

Implementasi SAKIP Tahun 

2023 dengan Tema 

“Pengentasan Kemiskinan” 

 

Unit Kerja Yang Terkait dengan 

Pengentasan Kemiskinan  sesuai dengan 

logical framework/ Kerangka Kerja Logis  

pengentasan kemiskinan yang dimiliki 13 

Urusan dengan 13 OPD yang 
menanganinya 

1. Urusan Perencanaan  (BAPPEDA) 

2. Urusan Kesehatan (Dinkes) 

3. Urusan Pendidikan (Diknas) 

4. Urusan Ketahanan Pangan (DKPPP)  

5. Urusan Sosial (DinSosPMDes, BPBD) 

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DinSosPMDes)  

7. Urusan Kependudukan Sipil (DisDukCatpil) 

8. Urusan Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 

9. Urusan Koperasi, UKM (DisDagKopUKM) 

10. Urusan Pekerjaan Umum (Dinas PUPR) 

11. Urusan Tenaga Kerja (Disnakertrans) 

12. Urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (DPPKBP3A) 

13. Urusan Perumahan & Kawasan Pemukiman (DISPERKIMTAN)  



Dokumen Pendukung Pelaksanaan 

Evaluasi Implementasi SAKIP 

Tahun 2023  

Hasil Evaluasi AKIP  

Kabupaten Barito Selatan  

Sejak Tahun 2017 s.d 2023 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


